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ABSTRACT 

This study examines the criminal misuse of electronic information in the context of debt  collection 

through social media, as regulated by Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions 

(UU ITE). It investigates the legal framework and implications of utilizing social media platforms for 

debt collection purposes, analyzing the provisions and enforcement of the law. The research highlights 

the challenges and legal consequences of electronic information abuse, including defamation and 

harassment, and evaluates the effectiveness of legal remedies provided by UU ITE. Through a review 

of case studies and legal texts, this study aims to provide a comprehensive understanding of how 

electronic information abuse impacts individuals and the broader legal landscape, offering 

recommendations for improving regulatory practices and enhancing legal protection. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tindak pidana penyalahgunaan informasi elektronik dalam konteks penagihan 

utang melalui media sosial, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menyelidiki kerangka hukum dan implikasi penggunaan 

platform media sosial untuk penagihan utang, menganalisis ketentuan dan penegakan hukum. Studi ini 

menyoroti tantangan dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk 

pencemaran nama baik dan perundungan, serta mengevaluasi efektivitas upaya hukum yang disediakan 

oleh UU ITE. Melalui tinjauan kasus dan teks hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman komprehensif tentang dampak penyalahgunaan informasi elektronik terhadap individu dan 

lanskap hukum secara luas, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan praktik regulasi dan 

perlindungan hukum. 

 

Kata Kunci: Informasi Elektronik, Penagihan Utang, Kerangka Hukum 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya digunakan untuk 

berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai masalah 

pribadi dan bisnis, termasuk penagihan hutang. Namun, praktik penagihan hutang melalui 

media sosial memiliki risiko besar melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, 

khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE).(1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek 

penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi 

dan privasi. Dalam konteks penagihan hutang, penyebaran informasi tentang hutang seseorang 
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di media sosial dapat dianggap melanggar ketentuan UU ITE, terutama yang berkaitan dengan 

penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin.(2) 

Terdapat dua parameter yang harus diperhatikan dalam memahami kasus penagihan 

hutang di media sosial. Pertama, pihak pemberi hutang merasa dirugikan karena hutangnya 

tidak dibayarkan meskipun telah melakukan berbagai upaya penagihan yang tidak direspons 

oleh peminjam. Di sisi lain, peminjam merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar akibat 

informasi tentang hutangnya yang disebarluaskan di media sosial. Kasus ini memicu pro dan 

kontra di masyarakat. Beberapa pihak mendukung tindakan penagihan melalui media sosial, 

sementara yang lain mencemooh karena menganggapnya melampaui batas kewajaran, 

terutama jika informasi yang disebarkan ternyata tidak benar.(3) 

Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penagihan hutang melalui media sosial 

dapat menimbulkan masalah hukum. Misalnya, ada kasus di mana seseorang menagih hutang 

dengan memposting informasi di Facebook yang menyebutkan nama dan jumlah hutang. 

Akibatnya, individu yang ditagih merasa terhina dan privasinya terganggu, sehingga 

melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. 

Kasus lain melibatkan seorang penagih yang mengirim pesan ancaman kepada orang yang 

berhutang melalui WhatsApp, yang kemudian dilaporkan sebagai bentuk intimidasi dan 

pelanggaran privasi.(4) 

Kasus Dian Patria Arum Sari, seorang penduduk Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah 

memberi pinjaman sebesar Rp 25 juta kepada seseorang. Namun, ketika waktu untuk 

pembayaran tiba, orang tersebut gagal memenuhi kewajiban tersebut sesuai kesepakatan. Dian 

memilih untuk menggunakan media sosial seperti Facebook atau Instagram untuk menagih 

utang tersebut. Dalam komentarnya, Dian dengan terbuka menyebutkan nama orang yang 

berutang dan menekannya untuk segera melunasi utang. Dampak dari komentar tersebut 

membuat orang yang berutang merasa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar, yang 

pada akhirnya mendorongnya untuk melaporkan Dian ke pihak berwajib dengan tuduhan 

pencemaran nama baik. 

Pelanggaran UU ITE: Tindakan Dian dapat dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, 

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan 

sanksi pidana. Pidana Pencemaran Nama Baik: Sesuai dengan Pasal 310 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan Dian dengan menyebut nama orang yang berutang 

di media sosial dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, yang juga 

dapat berpotensi mendapat sanksi pidana. Potensi Hukuman: Jika terbukti bersalah, Dian dapat 

menghadapi hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp 750 juta, sesuai 

dengan ketentuan UU ITE 

Penagihan hutang melalui media sosial tidak hanya berisiko melanggar UU ITE, tetapi 

juga memiliki dampak negatif pada hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat. 

Penagihan hutang dengan cara ini dapat menyebabkan stres, rasa malu, dan gangguan 

psikologis bagi individu yang ditagih. Selain itu, tindakan ini juga dapat merusak reputasi dan 

hubungan profesional, terutama jika dilakukan di lingkungan kerja atau komunitas tertentu.(5) 

Permasalahan utama dalam konteks ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat 

tentang batasan hukum dalam menggunakan media sosial untuk menagih hutang. Banyak orang 

tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh 

karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai risiko hukum dan 

dampak sosial dari penagihan hutang melalui media sosial, serta memberikan rekomendasi 

tentang cara yang lebih tepat dan legal untuk menagih hutang. 
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Selain itu, dalam konteks lebih luas, ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks juga 

dapat menimbulkan pencemaran nama baik. Informasi yang tidak benar dan memfitnah dapat 

berdampak buruk bagi korban. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, seperti 

yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, 

kebebasan tersebut memiliki batasan. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada 

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain serta mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam masyarakat demokratis.(6) 

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam 

bagaimana praktik penagihan hutang melalui media sosial dapat melanggar ketentuan UU ITE, 

mengidentifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan, dan mencari solusi untuk mengurangi 

risiko hukum serta dampak sosial yang negatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang 

bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

METODElPENELITIAN 

lPenelitian lyang ldilakukan lbersifat ldeskriptif. lArtinya, lgambaran lgejala-gejala ldi 

llingkungan lsosial lyang lrelevan ldengan lkasus llyang llditeliti. llPendekatan llyang lldipilih 

lladalah llpendekatan llkualitatif, llyaitu llsuatu llprosedur llpenelitian llyang llmenyediakan 

lldata lldeskriptif. lPendekatan lkualitatif ldigunakan luntuk lmemahami lgejala lyang lditeliti. 

lMenyelenggarakan lpenelitian lyang lbertujuan luntuk lmengembangkan lasas-asas lhukum 

lyang lberlaku lterhadap lhukum lpositif ltertulis ldan ltidak ltertulis. 

Bahan lhukum lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah: 

a) Bahan lHukum lPrimer, lyaitu lbahan lhukum lyang lbersifat lautoritatif lartinya 

lmempunyai lotoritas. lBahan lhukum lprimer lterdiri ldari lperaturan lperundang-

undangan lyang ldiurut lberdasarkan lhierarki, lseperti l: lUndang-UndanglRepublik 

IndonesialNo.11 Tahunl2008 TentanglInformasilDanlTransaksi Elektronik; Undang-

UndanglRepublik IndonesialNo. 19lTahunl2016 TentanglInformasi 

DanlTransaksilElektronik 

b) Bahan lHukum lSekunder, lyaitu lbahan lhukum lyang lterdiri latas lbuku-buku lteks 

lyang lditulis loleh lahli lhukum lyang lberpengaruh, ljurnal-jurnal lhukum, lpendapat 

lpara lsarjana, lkasus-kasus lhukum, lyurisprudensi, ldan lhasil-hasil lsimposium 

lmutakhir lyang lberkaitan ldengan ltopik lpenelitian. lDalam lhal lpenelitian lini, 

lbahan lhukum lsekunder lyang ldigunakan ladalah lbuku-buku lteks ltentang 

lpencemaran nama baik melalui mediasosial 

Bahan ihukum iyang idiperoleh idianalisis isecara inormatif iatau ilebih idikenal idengan 

ianalisis ideskriptif ikualitatif. iDi isini iseluruh ibahan ihukum iyang iterkumpul i(baik ibahan 

ihukum iprimer imaupun ibahan ihukum isekunder) idiolah idan idianalisis isecara isistematis 

iguna imemperoleh ikesimpulan iyang ijelas idan ijelas, iteori iatau ihukum iyang iterkandung 

idalam ihukum ipidana idisajikan idalam ibentuk ikesimpulan iyang ijelas iyang iberkaitan 

idengan ipokok ipembahasan 

 

HASILlPENELITIAN DANlPEMBAHASAN  

GambaranUmum Perkembangan UU ITE di Indonesia 

Sejak diberlakukan pada tahun 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah melalui serangkaian tahap perkembangan yang penting. 

Berikut adalah gambaran singkat mengenai evolusi UU ITE tersebut: 
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UU ITE mengalami revisi dan amandemen sejak awal berlakunya untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks. Perubahan 

ini mencakup penambahan pasal baru, revisi definisi, dan penyesuaian terhadap isu-isu terkait 

keamanan data pribadi.Salah satu tantangan utama dalam penerapan UU ITE adalah 

beragamnya interpretasi terhadap ketentuannya yang luas, yang mencakup aspek perlindungan 

data pribadi dan pengaturan konten digital.UU ITE telah digunakan dalam penegakan hukum 

terhadap pelanggaran di ranah digital seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan 

penyebaran konten negatif.Meskipun ada kritik terhadap potensi pembatasan kebebasan 

berekspresi, UU ITE terus dikembangkan dengan tambahan regulasi dan pedoman untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. 

Perkembangan terbaru mencakup penguatan perlindungan data pribadi melalui Perppu 

No. 2 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan lebih kepada Badan Autoritas Data dan 

Informasi (BAKTI).Ke depan, UU ITE akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

dan kebutuhan hukum, dengan fokus pada penguatan infrastruktur hukum dan teknologi 

informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam 

menggunakan teknologi digital. 

Evolusi UU ITE mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatur dunia 

digital secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia 

mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah gambaran umum mengenai penerapan 

UU ITE di Indonesia: 

1. Perlindungan Data Pribadi: UU ITE mengatur cara perlindungan terhadap data 

pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik, termasuk persyaratan izin 

sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi serta kewajiban untuk 

menjaga agar data tidak diakses secara tidak sah. 

2. Keamanan Transaksi Elektronik: UU ITE menetapkan standar keamanan yang 

harus dipatuhi dalam setiap transaksi elektronik, termasuk penggunaan teknologi 

enkripsi dan langkah-langkah perlindungan data lainnya untuk mencegah 

pencurian data. 

3. Tindak Pidana di Ranah Elektronik: UU ITE mengatur berbagai tindak pidana yang 

terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penipuan, 

pencurian data elektronik, penyebaran informasi bohong, dan pencemaran nama 

baik. 

4. Penyelesaian Sengketa dan E-Litigasi: UU ITE juga mencakup prosedur 

penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi elektronik, termasuk e-litigasi 

atau penyelesaian sengketa secara online untuk mengatasi masalah hukum secara 

efisien. 

5. Pengaturan Konten Digital: UU ITE memberikan kerangka hukum untuk mengatur 

konten digital yang diunggah ke internet, termasuk pengendalian terhadap konten 

yang berpotensi merugikan, tidak benar, atau menyesatkan. 

6. Implementasi dan Penegakan Hukum: Implementasi UU ITE dilakukan oleh 

berbagai instansi terkait untuk memastikan kepatuhan dan menegakkan hukum 

terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ranah elektronik. 

7. Tantangan dan Perkembangan: Penerapan UU ITE di Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan, termasuk interpretasi yang beragam terhadap ketentuan 
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undang-undang dan perubahan teknologi yang cepat, sehingga perlu adanya 

pengembangan regulasi dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. 

UU ITE berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, teratur, dan 

beretika di Indonesia, dengan tujuan membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif. 

 

Data Penelitian  

Dian Patria Arum Sari, seorang penduduk Kabupaten Malang, Jawa Timur, memberikan 

pinjaman uang sebesar Rp 25 juta kepada seseorang. Namun, pihak yang berutang tidak 

memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat sebelumnya.Merasa kesal karena piutangnya tidak kunjung dilunasi, Dian memilih 

untuk menagih utang tersebut dengan meninggalkan komentar di platform media sosial seperti 

Facebook atau Instagram. Dalam komentar tersebut, Dian secara terbuka menyebutkan nama 

orang yang berutang dan mengimbau agar segera melunasi utang tersebut. 

Pihak yang berutang merasa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar akibat 

komentar yang ditinggalkan Dian di media sosial. Sebagai respons, orang yang berutang 

melaporkan Dian ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. 

      Aspek Hukum: 

Pelanggaran UU ITE: Tindakan Dian dapat dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, 

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan 

sanksi pidana. 

Pidana Pencemaran Nama Baik: Sesuai dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), tindakan Dian dengan menyebut nama orang yang berutang di media sosial 

dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, yang juga dapat berpotensi 

mendapat sanksi pidana. 

Potensi Hukuman: Jika terbukti bersalah, Dian dapat menghadapi hukuman penjara 

maksimal empat tahun atau denda hingga Rp 750 juta, sesuai dengan ketentuan UU ITE. 

Proses Pengadilan: Dian harus menghadapi proses pengadilan untuk membuktikan 

apakah ia bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik. Selama proses ini, bukti-bukti seperti 

komentar yang ditinggalkan di media sosial akan diperiksa dan dievaluasi oleh pengadilan. 

Dalam lkasus-kasus lserupa, lpengadilan lsering lkali lmenjatuhkan lhukuman lkepada 

lpelaku lyang lterbukti lmelakukan lpencemaran lnama lbaik lmelalui lmedia lsosial.Contoh 

kasus termasuk penjara dan denda, seperti kasus A dan B yang disebutkan sebelumnya. 

Kasus Dian Patria Arum Sari menunjukkan risiko hukum yang dihadapi oleh individu 

yang mencoba menagih utang melalui media sosial. Meskipun tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan, cara yang dipilihnya dapat melanggar hukum 

dan mengakibatkan konsekuensi pidana serius. Dian disarankan untuk mempersiapkan 

pembelaan hukum yang kuat dan mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian damai dengan 

pihak yang berutang untuk menghindari proses hukum yang panjang dan berat. 

 

Hasil Penelitian  

Penegakan hukum terkait penagihan hutang lewat medsos 

Penegakan hukum adalah proses atau sistem yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 

berwenang untuk menerapkan dan menegakkan peraturan hukum di suatu negara atau wilayah. 

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua orang dan entitas mematuhi hukum 

yang berlaku, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan keadilan yang merata bagi seluruh 

anggota masyarakat. 
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Proses penegakan hukum melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, dimulai dari 

pengidentifikasian pelanggaran hukum, pengumpulan bukti, penuntutan terhadap tersangka, 

hingga proses persidangan di pengadilan. Setiap tahapan ini harus dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan, proporsionalitas, transparansi, dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Selain mengenakan sanksi kepada pelanggar hukum, penegakan hukum juga mencakup 

upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran di masa 

depan. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan edukatif, penegakan aturan secara konsisten, 

serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum. 

Secara keseluruhan, penegakan hukum adalah landasan dari sistem hukum suatu negara 

yang berperan dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Ini juga 

berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum secara adil dan efektif 

dalam konteks sosial dan politik yang berlaku. 

Pelanggaran lHukum lPidana ldalam lKUHP: lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana 

l(KUHP) lmengatur ltentang lpencemaran lnama lbaik. lPasal l310 lKUHP lmenjelaskan 

lbahwa:"Orang lyang ldengan lsengaja lmenuduh lseseorang lmelakukan lkejahatan latau lhal 

llain lyang ldapat lmenimbulkan lrasa ltakut, lkebencian, latau lpermusuhan lterhadap lyang 

ldituduh, ldapat ldikenakan lpidana lpencemaran lnama lbaik ldengan lhukuman lpenjara 

lmaksimal lsatu ltahun lempat lbulan latau ldenda lhingga lempat lribu llima lratus lrupiah." 

Dalam konteks penagihan hutang melalui media sosial, pelanggaran ini terjadi jika 

seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menyebarluaskan informasi palsu atau 

merendahkan martabat orang lain. Hal ini terutama berlaku jika tujuannya adalah untuk 

merugikan atau menekan pihak yang berutang agar segera melunasi utangnya, misalnya dengan 

menyebarkan klaim tidak benar bahwa pihak berutang adalah penipu atau tidak jujur, yang 

dapat merusak reputasi dan nama baiknya di mata publik. 

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penghinaan, yang dapat didefinisikan 

sebagai tindakan atau pernyataan yang menyebabkan penghinaan terhadap kehormatan atau 

nama baik seseorang. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai kedua ayat 

tersebut: 

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP: 

a) Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menuduh seseorang 

melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara, jika 

tuduhannya itu diteruskan, dapat dikenakan sanksi hukum. 

b) Contohnya, jika seseorang menuduh secara publik bahwa individu lain telah 

melakukan pencurian tanpa adanya bukti yang memadai, dan tuduhan tersebut 

merusak nama baik atau kehormatan individu tersebut, maka pelaku tuduhan dapat 

dikenai sanksi pidana. 

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP: 

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menuduh seseorang 

melakukan tindakan tertentu yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan 

umum, atau jika tuduhan tersebut dilakukan di hadapan orang yang menurut undang-

undang wajib taat kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan atau denda. 

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP menegaskan perlindungan terhadap kehormatan dan 

nama baik seseorang dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atau yang bisa merugikan 

secara sosial. Penghinaan dalam konteks hukum ini meliputi pernyataan yang merugikan 

reputasi seseorang secara tidak benar atau tanpa bukti yang memadai, dengan tujuan untuk 

menegakkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu dari serangan tidak beralasan 

terhadap kehormatan mereka. 
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Pelanggaran Hukum dalam UU ITE: Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) juga relevan dalam hal ini. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE menegaskan 

bahwa:"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau 

membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau 

pencemaran nama baik, dapat dikenai pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda 

hingga satu miliar rupiah." 

Dalam konteks ini, menyebarkan komentar atau informasi di media sosial yang tidak 

benar dan berpotensi merusak reputasi seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran UU ITE. 

Penggunaan media sosial untuk tujuan yang tidak sah, seperti menyebarluaskan informasi palsu 

atau merugikan, dapat menghadirkan konsekuensi hukum serius. 

Penagihan lhutang ldengan lmerusak lreputasi lpihak lyang lberutang lmelalui lmedia 

lsosial ldapat lmelanggar lhukum lpidana lterkait lpencemaran lnama lbaik ldalam lKUHP, 

lserta lmelanggar lUU lITE lterkait lpenyebaran lkonten lyang lmerugikan latau lmencemarkan 

lnama lbaik lsecara lelektronik. lDalam lkonteks lhukum, lsangat lpenting luntuk lmemastikan 

lbahwa lpenyelesaian lmasalah lutang ldilakukan ldengan lcara lyang lsesuai ldengan laturan 

ldan letika lyang lberlaku, lserta lmenghindari ltindakan lyang ldapat lmenimbulkan 

lkonsekuensi lhukum lyang ltidak ldiinginkan. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberlakukan sanksi 

pidana terhadap individu yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui 

media elektronik. Ketentuan ini mengatur berbagai pasal yang relevan untuk menegakkan 

hukum terhadap tindakan penghinaan: 

1. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan 

informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. 

Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau 

denda maksimal 1 miliar rupiah. 

2. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE: Mengatur hukuman lebih berat jika penghinaan atau 

pencemaran nama baik dilakukan terhadap pejabat negara seperti Presiden atau Wakil 

Presiden, atau jika terkait dengan kepentingan negara. Ancaman pidana dalam kasus ini 

mencapai maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah. 

3. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE: Menyatakan bahwa jika perbuatan penghinaan atau 

pencemaran nama baik mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, ancaman hukuman 

bisa mencapai 8 tahun penjara dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah. 

Korban atau pihak yang merasa terhina dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak 

berwajib seperti kepolisian.Pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan 

bukti yang cukup.Jaksa menuntut pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada di 

pengadilan.Pengadilan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan 

memberlakukan sanksi pidana yang sesuai. 

Penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui 

media elektronik sesuai dengan UU ITE adalah upaya untuk melindungi individu dari dampak 

negatif dari tindakan tersebut. Hukuman yang diberlakukan juga bertujuan untuk memberikan 

efek jera kepada pelaku dan sebagai bentuk keadilan bagi korban yang merasa dirugikan akibat 

tindakan tersebut. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial 

di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Pasal yang relevan adalah Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yang menjelaskan mengenai pelanggaran 

terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini mengatur bahwa setiap 
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orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat 

dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi pidana. 

Sanksi Pidana: Berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, pelaku yang terbukti melakukan 

tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenai sanksi sebagai berikut: 

Pidana Penjara: Maksimal empat tahun. Dan denda: Maksimal tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah. Proses Penegakan Hukum: 

1. Penyelidikan: Pihak kepolisian atau penegak hukum melakukan penyelidikan untuk 

mengumpulkan bukti terkait tindak pencemaran nama baik yang dilakukan melalui 

media sosial. 

2. Penyidikan: Jika terdapat cukup bukti yang mendukung, kasus akan dilanjutkan ke 

tahap penyidikan. Pada tahap ini, identitas pelaku akan diidentifikasi, keterangan dari 

saksi-saksi akan dikumpulkan, dan kecukupan alat bukti untuk mendukung dakwaan 

akan dinilai. 

3. Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menilai apakah 

kasus layak untuk diajukan ke pengadilan. Jika memenuhi syarat, pelaku akan didakwa 

dan proses peradilan akan dimulai. 

4. Pengadilan: Pelaku akan menjalani proses pengadilan di pengadilan negeri. Di dalam 

persidangan, bukti-bukti akan diajukan dan disidangkan untuk membuktikan kesalahan 

pelaku sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. 

5. Vonis: Setelah proses persidangan selesai, pengadilan akan memberikan putusan. 

Putusan ini dapat berupa pembebasan jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau 

pemberian pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan kesalahan yang telah 

dibuktikan di pengadilan. 

 

UU lITE lmemberikan ldasar lhukum lyang ljelas lterkait ldengan lpelanggaran 

lpencemaran lnama lbaik lmelalui lmedia lsosial. lProses lpenegakan lhukum lterhadap lpelaku 

ltindak lpidana lini ldiawali ldari lpenyelidikan, lpenyidikan, lpenuntutan, lhingga lproses 

lpengadilan. lSanksi lpidana lyang ldapat ldiberikan lmencakup lpidana lpenjara lmaksimal 

lempat ltahun ldan/atau ldenda lmaksimal ltujuh lratus llima lpuluh ljuta lrupiah, lsesuai 

ldengan lkesalahan lyang ltelah ldibuktikan ldi lpengadilan. 

Pasal l27 layat l(3) ldan lPasal l45 layat l(3) ldari lUndang-Undang lNomor l19 lTahun 

l2016 ltentang lPerubahan latas lUndang-Undang lNomor l11 lTahun l2008 ltentang lInformasi 

ldan lTransaksi lElektronik l(UU lITE) lmengatur ltentang llarangan lserta lsanksi lpidana 

lterhadap lpenyebaran linformasi lelektronik lyang lmengandung lpenghinaan latau 

lpencemaran lnama lbaik. lHal lini lmelibatkan ltindakan lsengaja ldan ltanpa lizin 

lmendistribusikan, lmentransmisikan, latau lmembuat linformasi lyang ldapat ldiakses lsecara 

lelektronik, lyang lmerugikan lkehormatan latau lnama lbaik lseseorang. 

Sanksi lyang ldiancamkan lmencakup lhukuman lpidana lpenjara lmaksimal l4 ltahun 

ldan/atau ldenda lmencapai lRp750.000.000,00. lKetentuan lini lmemberikan llandasan 

lhukum lyang ltegas luntuk lmenanggulangi lperbuatan lyang ldapat lmerusak lreputasi 

lindividu lmelalui lmedia lelektronik. lProses lpenegakan lhukum lmelibatkan lpenyelidikan 

loleh lpihak lberwajib ldan lpengadilan luntuk lmenentukan lkesalahan lserta lmenerapkan 

lsanksi lyang lsesuai ldengan lpelanggaran lyang ldilakukan. 

Tujuan ldari lregulasi lini ladalah luntuk lmelindungi lindividu ldari ldampak lnegatif 

lyang ltimbul lakibat lpenyebaran linformasi lyang ltidak lbenar latau lmerugikan lmelalui 

lmedia lelektronik, lserta lmemberikan lefek ljera lkepada lpelaku lagar ltidak lmelakukan 

ltindakan lserupa ldi lmasa lmendatang 
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Solusi Penyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang berasal dari penagihan utang di 

media sosial 

Dalam konteks menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang berasal dari penagihan 

utang di media sosial, pendekatan restorative justice menawarkan pendekatan yang berbeda 

dari proses hukum konvensional. Restorative justice lebih menekankan pada upaya untuk 

mendamaikan dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat daripada sekadar 

memberlakukan sanksi pidana. Prinsip Restorative Justice: 

1. Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan: Restorative justice mengutamakan proses 

pemulihan hubungan yang rusak akibat pencemaran nama baik. Fokusnya adalah pada 

pengakuan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap korban (pihak yang nama 

baiknya dicemarkan) serta usaha konkret untuk memperbaiki hubungan interpersonal 

antara mereka. 

2. Partisipasi dan Keterlibatan: Pendekatan ini melibatkan aktif semua pihak yang terlibat 

dalam kasus pencemaran nama baik, termasuk korban, pelaku, dan pihak lain yang 

mungkin terpengaruh atau memiliki kepentingan dalam penyelesaian sengketa. 

Partisipasi ini memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk berkontribusi dalam 

mencari solusi yang dapat diterima bersama. 

3. Reparasi dan Restitusi: Selain permintaan maaf, restorative justice menekankan 

pentingnya memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban atas kerugian yang 

dialaminya. Reparasi ini bisa berupa restorasi nama baik secara publik, penghapusan 

konten yang merugikan di media sosial, atau tindakan lain yang dianggap tepat untuk 

memulihkan kehormatan dan reputasi korban. 

Pendekatan restorative justice menawarkan peluang untuk mencapai penyelesaian yang 

lebih memuaskan secara emosional dan sosial dalam kasus pencemaran nama baik yang timbul 

akibat penagihan utang di media sosial. Namun, penting untuk mempertimbangkan dengan 

cermat semua aspek dan kepentingan yang terlibat dalam kasus ini. Evaluasi kesiapan dan 

komitmen semua pihak yang terlibat dalam proses ini juga merupakan hal yang penting. 

Keputusan untuk menerapkan restorative justice atau memilih jalur pengadilan 

tradisional harus didasarkan pada kebutuhan khusus dari kasus tersebut serta tujuan jangka 

panjang dari penyelesaian sengketa. Hal ini akan memastikan bahwa penyelesaian yang dipilih 

tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat 

dengan cara yang berkelanjutan. 

Surat Edaran No. SE/2/11/2021 dari Kapolri menyoroti pentingnya pendekatan keadilan 

restoratif dalam menangani dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam surat edaran 

tersebut, pihak kepolisian diinstruksikan untuk mengutamakan kolaborasi dalam penyelesaian 

kasus pencemaran nama baik, melibatkan semua pihak terkait seperti pelaku, korban, keluarga 

keduanya, dan pihak lain yang terlibat langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan 

kondisi yang terganggu akibat pencemaran nama baik dengan fokus pada rekonsiliasi dan 

pembangunan kembali hubungan yang rusak. 

Implementasi dari surat edaran ini mencakup penggunaan mediasi atau konferensi 

restoratif sebagai alat untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah 

mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, seperti 

permintaan maaf terbuka, kompensasi yang pantas bagi korban, serta langkah-langkah nyata 

untuk memulihkan hubungan yang terpengaruh. 

Dengan penerapan keadilan restoratif yang efektif, diharapkan kasus-kasus pencemaran 

nama baik dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien, menghindari proses hukum yang 

panjang dan melelahkan. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk 

memahami konsekuensi dari tindakannya dan mengambil tanggung jawab penuh terhadap 
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dampak yang ditimbulkan, sambil memastikan kepuasan korban dan pemulihan hubungan 

yang terganggu. 

 

 

Pembahasan 

Dalam upaya penegakan hukum pidana, terdapat empat aspek penting yang harus 

diperhatikan untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh. Keempat aspek ini mencakup: 

a) Perlindungan Individu dan Kehormatan:Penegakan hukum pidana bertujuan untuk 

melindungi individu dari segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan kehormatan 

mereka, seperti penghinaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. 

b) Keselamatan dan Keamanan Publik:Aspek ini menekankan pentingnya menjaga 

keselamatan serta keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan seperti perampokan, 

pencurian, dan kekerasan, yang dapat mengganggu ketertiban sosial. 

c) Perlindungan Hak Asasi Manusia:Hukum pidana juga berperan dalam melindungi hak 

asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan dari 

diskriminasi serta perlakuan yang tidak manusiawi. 

d) Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan:Tujuan utama penegakan hukum pidana 

adalah mencegah terjadinya kejahatan serta menanggulangi perilaku kriminal dengan 

memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan, sambil juga 

mempertimbangkan rehabilitasi mereka. 

    Signifikansi Penegakan Hukum Pidana: 

a) Keadilan Sosial: Dengan menegakkan hukum pidana secara adil dan efektif, masyarakat 

dapat merasakan keadilan sosial yang lebih baik. 

b) Ketertiban Sosial: Penegakan hukum pidana membantu dalam menjaga ketertiban dan 

stabilitas sosial dengan menegakkan aturan-aturan yang berlaku secara konsisten. 

c) Kepastian Hukum: Adanya penegakan hukum yang konsisten dan transparan 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang sangat penting untuk mengatur 

perilaku dan interaksi sosial mereka. 

Dengan memperkuat dan memprioritaskan keempat aspek ini dalam penegakan hukum 

pidana, pemerintah dan lembaga hukum dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari 

berbagai ancaman kriminal dan mempromosikan keadilan serta keamanan bagi seluruh 

individu dalam masyarakat. 

Penyelesaian kasus pencemaran nama baik yang timbul dari penagihan utang melalui 

media sosial memerlukan pendekatan yang matang dan berhati-hati dari kedua belah pihak, 

yaitu kreditur dan debitur. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai 

penyelesaian yang optimal: 

1. Mediasi atau Negosiasi Damai: Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan 

mediasi atau negosiasi damai dengan bantuan mediator atau penengah yang netral. 

Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 

Kreditur harus bersedia untuk menarik kembali komentar atau postingan yang dianggap 

mencemarkan nama baik debitur di media sosial, sedangkan debitur perlu komitmen 

untuk melunasi utang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. 

2. Permintaan Maaf dan Pembatalan Tuntutan: Jika tercapai kesepakatan yang 

memuaskan, kreditur sebaiknya memberikan permintaan maaf secara terbuka kepada 

debitur atas tindakan yang merugikan reputasinya di media sosial. Sebagai bentuk 

balasan, debitur dapat membatalkan segala bentuk tuntutan hukum atau pelaporan yang 

telah dilakukan terhadap kreditur terkait tuduhan pencemaran nama baik. 

3. Penarikan atau Penyuntingan Postingan di Media Sosial: Salah satu langkah penting 

dalam penyelesaian ini adalah kreditur mengambil tindakan nyata dengan menarik atau 
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mengedit konten di media sosial yang berpotensi merugikan nama baik debitur. 

Langkah ini sangat krusial untuk memulihkan citra debitur dan mengurangi dampak 

negatif yang mungkin timbul. 

4. Kesepakatan Secara Hukum: Apabila mediasi tidak mencapai titik temu yang 

memuaskan atau terdapat ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak, maka langkah 

selanjutnya adalah mencapai kesepakatan secara hukum. Kesepakatan ini harus 

mencakup rincian yang jelas terkait dengan pembayaran utang yang masih berjalan, 

batasan penggunaan media sosial dalam menanggapi permasalahan finansial, dan 

langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terulangnya konflik serupa di masa 

depan. 

5. Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah semua selesai, baik kreditur maupun debitur perlu 

melakukan evaluasi mendalam atas proses penyelesaian ini. Kreditur sebaiknya 

mempertimbangkan strategi alternatif yang lebih etis dan efektif dalam menanggapi 

masalah utang, misalnya melalui pendekatan formal seperti surat resmi atau 

menggunakan layanan hukum. Debitur perlu melakukan evaluasi terhadap manajemen 

keuangan mereka agar tidak terjebak dalam masalah utang yang serupa di masa 

mendatang. 

6. Kesadaran akan Konsekuensi Hukum dan Etika: Penting bagi kedua belah pihak untuk 

meningkatkan kesadaran mereka akan konsekuensi hukum dan etika dalam 

menggunakan media sosial. Kreditur harus memahami bahwa menggunakan media 

sosial untuk menagih utang dengan cara yang merugikan dapat berujung pada tuntutan 

hukum dan merusak reputasi mereka sendiri. Debitur juga harus bijak dalam mengelola 

informasi yang diposting di media sosial, mengingat dampak hukum yang serius yang 

bisa timbul akibat penyebaran informasi yang merugikan secara tidak benar. 

 

Dengan mematuhi langkah-langkah ini, diharapkan kedua belah pihak dapat mencapai 

penyelesaian yang memuaskan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut. Hal ini tidak 

hanya bermanfaat untuk mempertahankan hubungan baik di antara mereka, tetapi juga untuk 

mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat atau lingkungan sosial 

sekitarnya. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil peneliitian diatas, makaldapat diambil kesimpulan sebagaiberikut. 

a) Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE, mengancam dengan hukuman 

maksimal empat tahun penjara atau denda hingga tujuh ratus lima puluh juta rupiah. 

Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan sanksi pidana yang 

lebih ringan menurut KUHP. Pasal 27 UU ITE menekankan bahwa pelanggaran 

melalui media sosial memiliki dampak unik karena data elektronik yang abadi dan 

mudah dipulihkan, serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat, berbeda dengan 

pelanggaran yang terjadi secara langsung tanpa melibatkan media sosial. 

b) Proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif berfokus pada 

musyawarah mufakat, di mana semua pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan 

bersama. Penting bagi individu yang terlibat untuk mengutamakan kepentingan 

masyarakat dalam menjaga harmoni bersama, meskipun ini mungkin memerlukan 

pengorbanan. Konsep musyawarah telah terbukti efektif dalam menyelesaikan 

perselisihan di masyarakat, terutama dalam konteks meningkatnya kasus pencemaran 

nama baik melalui media sosial. 
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